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KATA PENGANTAR
Assalamu alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas
berkah, limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat tersusun Ringkasan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran
2024.

Dengan adanya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(RLPPD) ini diharapkan dapat digunakan sebagai media informasi gambaran
penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan kepada seluruh
masyarakat Kabupaten Pasuruan dan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk
penilaian kinerja perangkat daerah, pengembangan kapasitas daerah serta kami
berharap dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan
nasional.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran
2024 adalah Penyampaian laporan Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang
merupakan salah satu kewajiban kepala daerah yang dilaksanakan satu kali dalam
setahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagaimana
amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan semua pihak
yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan RLPPD Tahun Anggaran
2024. Semoga RLPPD ini dapat memberikan keterangan yang cukup bagi
masyarakat dalam melakukan penilaian / evaluasi kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan
petunjuk-Nya serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan
tugas pelayanan kepada masyarakat.

Wassalamu alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pasuruan, Maret 2025
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RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penjelasan Umum

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan
yang sangat besar kepada daerah untuk menentukan arah kebijakan bagi masing-
masing daerah. Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten diberikan kewenangan
untuk membuat kebijakan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang berlandaskan asas otonomi dan tugas perbantuan. Otonomi
Daerah membuat masing-masing daerah di Indonesia berkembang sesuai dengan
potensi masing-masing. Sehingga, penerapan otonomi daerah membuat daerah
semakin berkembang lebih baik sesuai dengan potensi dan arah pembangunan
masing-masing.

Pemerintah kabupaten didorong untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan,
peningkatan peran serta masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah.
Prinsip-prinsip yang menjadi perhatian dalam menjalankan kepemerintahan di
tingkat kabupaten antara lain demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan
kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai
kewajiban dalam sebelas hal, seperti memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melaksanakan prinsip
Tata Pemerintahan yang bersih dan baik, melaksanakan dan
mempertanggungjawabkan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut kemudian
dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kemudian secara teknis
dipandu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai bentuk
laporan kepala daerah kepada masyarakat yang dilakukan sekali dalam 1 (satu)

tahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
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Mengingat telah berakhirnya Tahun Anggaran 2024, maka disusunlah

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten

Pasuruan Tahun 2024. RLPPD dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024

tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Penyusunan RLPPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dimaksudkan untuk
menginformasikan tentang capaian Kkinerja makro, capaian kinerja urusan
pelayanan dasar, hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah
tahun sebelumnya, ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
daerah, dan Inovasi daerabh.

A. Undang-undang Pembentukan Daerah

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965;

Undang—-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerabh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan
Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 100.3.3.2/175/HK/424.013/2025 tentang
Tim Penyusun Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

B. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Pasuruan secara geografis terletak antara 112°33'55” hingga
113°05°37” Bujur Timur dan antara 7°32’34” hingga 7°57°20” Lintang Selatan,
dengan luas wilayah 1.474,015 km?2. Perbatasan wilayah Kabupaten Pasuruan
diantaranya :

1) Sebelah Utara, Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura.

2) Sebelah Timur, Kabupaten Probolinggo.

3) Sebelah Selatan, Kabupaten Malang.

4) Sebelah Barat, Kabupaten Mojokerto.

Wilayah Kabupaten Pasuruan sendiri berada posisi yang sangat strategis
dari segi ekonomi karena terletak pada delta jalur raya ekonomi yaitu :

a. Jalur Surabaya-Jember, Banyuwangi, Bali

b. Jalur Surabaya-Malang, dan

c. Jalur Malang-Jember, Banyuwangi, Bali

Kabupaten Pasuruan memiliki wilayah perairan laut dan kawasan pantai
membentang sepanjang + 48 km dari timur ke barat dimulai dari Kecamatan Nguling
hingga Kecamatan Bangil yang menghadap ke Laut Jawa dengan wilayah
eksploitasi laut mencapai 112,5 mil laut persegi dan potensi laut lestari/ Maximum
Suistainable Yield (MSY) sebesar + 27.000 ton per tahun. Luas kawasan pesisir
secara administratif (jarak arbiter 2 km dari garis pantai) sebesar 4.917 ha,
sedangkan kondisi geologi Kabupaten Pasuruan sangat beragam, yaitu terdapat 3
jenis batuan meliputi batuan permukaan, batuan sedimen, dan batuan gunung api
(gunung api kuarter muda (young quarternary) dan kuarter tua (old quarternary).

Kondisi topografi tidak terlepas dengan kondisi ketinggian dan kelerengan/
kemiringan tanah suatu wilayah. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu
daerah yang memiliki keunikan dalam hal kondisi topografi wilayah yang dimiliki.

Dengan dibatasi oleh daerah pegunungan pada bagian selatan wilayah kabupaten
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yang membentang mulai dari timur yang meliputi daerah pegunungan Gunung
Bromo sampai dengan barat meliputi pegunungan Gunung Arjuno Welirang dan
Gunung Penanggungan. Sedangkan pada bagian utara merupakan dataran rendah
yang merupakan daerah pesisir Laut Jawa yang juga membentang dari timur
sampai dengan barat.

Hal ini mengakibatkan tingginya tingkat variasi kondisi ketinggian dan
kelerengan di Kabupaten Pasuruan, kondisi tersebut secara nyata berpengaruh
pada keragaman potensi sumber daya alam yang ada, mulai dari sumber daya
kelautan sampai dengan sumber daya kehutanan yang mana hal tersebut akan
menjadi suatu keunggulan lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan.

Kondisi ketinggian tanah Kabupaten Pasuruan dijabarkan pada pembagian
3 (tiga) jenis dataran yaitu :

a. Daerah pegunungan dan berbukit, dengan ketinggian antara 180 s/d 3000m
dpl. Daerah ini terbentang pada bagian selatan dan barat Kabupaten
Pasuruan yang meliputi :

Kecamatan Lumbang
Kecamatan Puspo
Kecamatan Tosari
Kecamatan Tutur
Kecamatan Purwodadi

Kecamatan Prigen dan

N o g kM wDbd e

Kecamatan Gempol.
b. Daerah dataran rendah, dengan ketinggian antara 6 s/d 91 m dpl. Dataran
ini berada pada bagian tengah Kabupaten Pasuruan.
c. Daerah pantai, dengan ketinggian antara 2 s/d 8 m dpl. Daerah ini
membentang pada bagian utara Kabupaten Pasuruan yang meliputi :
1. Kecamatan Nguling.
2. Kecamatan Lekok.
3. Kecamatan Rejoso dan
4. Kecamatan Kraton.
Selanjutnya secara topografis, kondisi kemiringan tanah di Kabupaten
Pasuruan memiliki tingkat variasi yang cukup tinggi, kondisi tingkat kelerengan/

kemiringan tersebut terbagi atas beberapa kelompok sebagaimana berikut :
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a. Kelerengan 0-2%

Wilayah dimaksud diantaranya adalah :
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Seluruh Kecamatan Bangil
Seluruh Kecamatan Rembang.
Seluruh Kecamatan Kraton.

Seluruh Kecamatan Pohjentrek.

Seluruh Kecamatan Gondangwetan.

Seluruh Kecamatan Rejoso
Seluruh Lekok
Sebagian Kecamatan Pasrepan.

Sebagian Kecamatan Kejayan.

. Sebagian Kecamatan Wonorejo.
. Sebagian Kecamatan Winongan

. Sebagian Kecamatan Grati dan

Sebagian Kecamatan Nguling.

b. Kelerengan 2-5%

Wilayah dimaksud diantaranya terdiri atas:

1.
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Sebagian Kecamatan Purwodadi.
Sebagian Kecamatan Tosari.
Sebagian Kecamatan Lumbang.
Sebagian Kecamatan Pasrepan.
Sebagian Kecamatan Kejayan.
Sebagian Kecamatan Wonorejo.
Sebagian Kecamatan Purwosari.
Sebagian Kecamatan Prigen.

Sebagian Kecamatan Sukorejo

. Sebagian Kecamatan Pandaan.
. Sebagian Kecamatan Gempol.

. Sebagian Kecamatan Beji.

. Sebagian Kecamatan Winongan.
. Sebagian Kecamatan Grati dan

. Sebagian Kecamatan Nguling.
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c. Kelerengan 5-8%

Wilayah dimaksud diantaranya terdiri atas:

1.
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Sebagian Kecamatan Purwodadi.
Sebagian Kecamatan Tutur.
Sebagian Kecamatan Puspo.
Sebagian Kecamatan Tosari.
Sebagian Kecamatan Lumbang.
Sebagian Kecamatan Pasrepan.
Sebagian Kecamatan Kejayan.
Sebagian Kecamatan Purwosari.

Sebagian Kecamatan Prigen.

. Sebagian Kecamatan Sukorejo.

. Sebagian Kecamatan Pandaan.

. Sebagian Kecamatan Gempol.

. Sebagian Kecamatan Beji.

. Sebagian Kecamatan Winongan, dan
15.

Sebagian Kecamatan Lekok.

d. Kelerengan 8-15%

Wilayah dimaksud diantaranya terdiri atas:

1.
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Sebagian Kecamatan Purwodadi.
Sebagian Kecamatan Tutur.
Sebagian Kecamatan Puspo.
Sebagian Kecamatan Tosari.
Sebagian Kecamatan Lumbang.
Sebagian Kecamatan Pasrepan.
Sebagian Kecamatan Kejayan.
Sebagian Kecamatan Purwosari.

Sebagian Kecamatan Prigen.

. Sebagian Kecamatan Pandaan.
. Sebagian Kecamatan Gempol.
. Sebagian Kecamatan Winongan, dan

. Sebagian Kecamatan Grati.
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f. Kelerengan 15-25%

Wilayah dimaksud diantaranya terdiri atas :

1.
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Sebagian Kecamatan Purwodadi.
Sebagian Kecamatan Tutur.
Sebagian Kecamatan Puspo.
Sebagian Kecamatan Tosatri.
Sebagian Kecamatan Lumbang.
Sebagian Kecamatan Pasrepan
Sebagian Kecamatan Purwosari
Sebagian Kecamatan Prigen.

Sebagian Kecamatan Gempol dan

10. Sebagian Kecamatan Beji.

g. Kelerengan 25-45%

Wilayah dimaksud diantaranya terdiri atas :

1.
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Sebagian Kecamatan Purwodadi.
Sebagian Kecamatan Tutur.
Sebagian Kecamatan Puspo.
Sebagian Kecamatan Tosari.
Sebagian Kecamatan Lumbang.
Sebagian Kecamatan Purwosari.
Sebagian Kecamatan Prigen dan

Sebagian Kecamatan Gempol.

h. Kelerengan >45%

Wilayah dimaksud diantaranya terdiri atas :

1.
2.
3.
4.
S.

Sebagian Kecamatan Tutur.
Sebagian Kecamatan Puspo.
Sebagian Kecamatan Tosari.
Sebagian Kecamatan Lumbang dan

Sebagian Kecamatan Prigen.

C. Jumlah Penduduk
Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dapat digambarkan

melalui data sebagaimana berikut :

®

NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 PURWODADI 36.034 35.533 71.567
2 TUTUR 27.762 27.498 55.260
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3 PUSPO 14.133 14.234 28.367
4 LUMBANG 17.823 18.207 36.030
5 PASREPAN 26.363 27.256 53.619
6 KEJAYAN 33.195 34.415 67.610
7 WONOREJO 30.275 31.102 61.377
8 PURWOSARI 43.538 43.164 86.702
9 SUKOREJO 44.335 44.639 88.974
10 | PRIGEN 44,994 44.196 89.190
11 | PANDAAN 56.433 56.277 112.710
12 | GEMPOL 66.047 65.326 131.373
13 | BEJI 45.187 44951 90.138
14 | BANGIL 42.064 42.424 84.488
15 | REMBANG 34.065 35.289 69.354
16 | KRATON 44.516 44.466 88.982
17 | POHJENTREK 15.868 15.633 31.501
18 | GONDANGWETAN 28.937 28.707 57.644
19 | WINONGAN 22.768 22.908 45.676
20 | GRATI 40.147 41.040 81.187
21 | NGULING 31.060 32.250 63.310
22 | LEKOK 38.953 39.721 78.674
23 | REJOSO 24.413 23.993 48.406
24 | TOSARI 9.280 9.319 18.599
JUMLAH TOTAL 818.190 822.548 1.640.738

Sumber: Disdukcapil Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 tahun 2024

D. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
1. Data Kecamatan

Sebagai tindak lanjut dari implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan adalah bagian wilayah
dari Daerah Kabupaten Pasuruan yang dipimpin oleh Camat.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan  koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat
desa. Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Adapun Fungsi dari Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor
69 Tahun 2016 vyaitu :

a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Umum,;

b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
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Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;

Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan Perda dan Peraturan Bupati;
Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan
oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa
atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten
yang tidak dilaksanakan unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten
Pasuruan yang ada di Kecamatan.

Kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Pasuruan berjumlah 24 (dua

puluh empat) Kecamatan yang terdiri dari :

a.
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Kecamatan Bangil;
Kecamatan Beji;
Kecamatan Gempol,
Kecamatan Gondangwetan;
Kecamatan Grati;
Kecamatan Kejayan;
Kecamatan Kraton;
Kecamatan Lekok;
Kecamatan Lumbang;
Kecamatan Nguling;
Kecamatan Pandaan;
Kecamatan Pasrepan;
Kecamatan Pohjentrek;
Kecamatan Prigen;
Kecamatan Purwodadi;
Kecamatan Purwosari;
Kecamatan Puspo;
Kecamatan Rejoso;
Kecamatan Rembang;
Kecamatan Sukorejo;
Kecamatan Tosari;
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Kecamatan Tutur;
w. Kecamatan Winongan; dan

X. Kecamatan Wonorejo.

2. Jumlah Desa

Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Adapun Desa Di Kabupaten Pasuruan berjumlah 341 Desa dengan

rincian berikut :

NO KECAMATAN DESA NO KECAMATAN DESA
GERBO 13 BEJI BAUJENG
DAWUHAN SENGON NGEMBE
LEBAK REJO KENEP
COWEK SIDOWAYAH
PURWODADI GAJAHBENDO
PAREREJO BEJI

1 PURWODADI SENTUL GUNUNGSARI
GAJAHREJO WONOKOYO
TAMBAKSARI GUNUNGGANGSIR
PUCANGSARI CANGKRINGMALANG
CAPANG KEDUNGRINGIN
SEMUT KEDUNGBOTO

2 TUTUR BLARANG 14 BANGIL MASANGAN
KAYUKEBEK RACI
NGADIREJO MANARUWI
ANDONOSARI TAMABAKAN
WONOSARI KALISAT
GENDRO 15 REMBANG TAMPUNG
TLOGOSARI PAJARAN
TUTUR SIYAR
PUNGGING GENENGWARU
KALIPUCANG KANIGORO
SUMBERPITU KRENGIH
NGEMBAL SUMBERGLAGAH
JANJANGWULUNG REMBANG

3 PUSPO PALANGSARI OROBULU
PUSPO KEDUNGBANTENG

ORO ORO OMBO
JIMBARAN WETAN
ORO ORO OMBO

KEDUWUNG KULON
PUSUNGMALANG PEKOREN
KEMIRI PEJANGKUNGAN

4 TOSARI KANDANGAN 16 PRIGEN PANDEAN
MOROREJO MOJOPARON

9
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NO KECAMATAN DESA NO KECAMATAN DESA
NGADIWONO JATIARJO
PODOKOYO WATUAGUNG
WONOKITRI DAYUREJO
TOSARI BULUKANDANG
BALEDONO KETANIRENG
SEDAENG SUKOLELO

5 LUMBANG WONOREJO LUMBANGREJO
KRANTO SUKORENO
PANCUR SEKARJOHO
KARANGASEM GAMBIRAN
CUKURGULING CANDIWATES
LUMBANG SLAMBRIT
BULUKANDANG 1 KRATON NGABAR
KARANGJATI KLAMPISREJO
WATULUMBUNG KEBOTOHAN
PANDITAN PUKUL
BANJARIMBO GAMBIRKUNING
WELULANG MULYOREJO

6 PASREPAN TEMPURAN TAMBAKSARI
AMPELSARI PLINGGISAN
SAPULANTE DHOMPO
POHGEDANG NGEMPIT
MANGGUAN JERUK
NGANTUNGAN SIDOGIRI
GALIH KARANGANYAR
PETUNG SELOTAMBAK
KLAKAH CURAHDUKUH
SIBON REJOSARI
PASREPAN ASEMKANDANG
REJOSALAM TAMBAKREJO
CENGKRONG KRATON
LEMAHBANG KALIREJO
TAMBAKREJO SEMARE
JOGOREPUH PULOKERTO
POHGADING BENDUNGAN
KEDEMUNGAN GERONGAN

! KEJAYAN ORO-ORO PULEH 18 POHJENTREK SUSUKANREJO
KLANGRONG WARUNGDOWO
LOROKAN PLERET
KEDUNG PENGARON PARASREJO
BENERWOJO LOGOWOK
COBANJOYO TIDU
KEPUH SUNGIWETAN
LINGGO SUNGIKULON
WRATI SUKOREJO
SUMBER SUKO 19 GONDANGWETAN | TEBAS
LUWUK BRAMBANG
PACARKELING BAYEMAN
SUMBERBANTENG KEBONCANDI
KURUNG TENGGILISREJO
TANGGULANGIN WONOJATI
RANDUGONG WONOSARI
WANGKAL WETAN GAYAM
KLINTER KERSIKAN
TUNDOSORO KARANGSENTUL
AMBAL AMBIL LAJUK
PATEBON KALIREJO
SLADI PETEGUHAN
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NO KECAMATAN DESA NO KECAMATAN DESA
KETANGIREJO GROGOL

8 WONOREJO KARANGMENGGAH PEKANGKUNGAN
KARANGJATIANYAR RANGGEH
WONOSARI SEKARPUTIH
TAMANSARI BAJANGAN
COBANBLIMBING GONDANGREJO
PAKIJANGAN 20 | REJOSO SADENGREJO
WONOREJO PANDANREJO
JATIGUNTING KETEGAN
REBONO TOYANING
KARANGSONO ARJOSARI
KENDANGDUKUH KEMANTRENREJO
KARANGASEM SEGOROPURO
KLUWUT PATUGURAN
SAMBISIRAH REJOSOLOR
LEBAKSARI KAWISREJO

9 PURWOSARI SUMBERREJO REJOSO KIDUL
SEKARMOJO KEDUNGBAKO
TEJOWANGI MANIKREJO
KERTOSARI KARANGPANDAN
MARTOPURO SAMBIREJO
SENGONAGUNG JARANGAN
PAGER 21 WINONGAN MINGGIR
CENDONO KARANG TENGAH
KARANGREJO KEDUNGREJO
SUMBERSUKO UMBULAN
PUCANG SARI SIDEPAN
KAYOMAN SRUWI
SUKODERMO JELADRI
BAKALAN SUMBERREJO

10 | SUKOREJO GUNTING PRODO
PAKUKERTO LEBAK
GLAGAHSARI MENYARIK
SUKOREJO KANDUNG
KARANGSONO MENDALAN
SEBANDUNG PENATAAN
DUKUHSARI WINONGAN KIDUL
LECARI BANDARAN
LEMAHBANG WINONGAN LOR
NGADIMULYO GADING
TANJUNGARUM 22 | GRATI KEBONREJO
SUWAYUWO KARANGLO
MOJOTENGAH REBALAS
KALIREJO PLOSOSARI
CANDIBINANGUN KALIPANG
KENDURUAN TREWUNG
CURAHREJO KAMBINGANREJO
SUKORAME KARANGKLIWON
WONOKERTO KEDAWUNGKULON

11 PANDAAN PLINTAHAN KEDAWUNGWETAN
DURENSEWU SUMBERAGUNG
KARANGJATI RANUKLINDUNGAN
WEDORO SUMBERDAWESARI
TUNGGULWULUNG CUKURGONDANG
SUMBERGEDANG 23 ROWOGEMPOL
TAWANGREJO LEKOK GEJUGJATI
SUMBEREJO ALASTLOGO
NOGOSARI BALUNGANYAR

®
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NO [ KECAMATAN DESA NO [ KECAMATAN DESA
KEMIRISEWU BRANANG
KEBONWARIS TAMPUNG
SEBANI TAMBAK LEKOK
BANJARSARI JATIREJO
BANJARKEJEN PASINAN
WONOSUNYO WATES

12 | GEMPOL SUMBERSUKO SEMEDUSARI
WONOSARI 24 | NGULING SANGANOM
KEPULUNGAN SEBALONG
RANDUPITU WOTGALIH
NGERONG WATESTANI
JERUKPURUT SEDARUM
BULUSARI DANDANGGENDIS
KARANGREJO SUMBERANYAR
WATUKOSEK SUDIMULYO
CARAT NGULING
KEJAPANAN PENUNGGUL
WINONG MLATEN
LEGOK KEDAWANG

RANDUATI
GEMPOL KAPASAN
WATUPRAPAT

Sumber : DPMD Kab. Pasuruan.

3. Jumlah Kelurahan

Kelurahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Pasuruan
Nomor 69 Tahun 2016 merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk
membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Adapun tugas yang harus
dilaksanakan oleh Kelurahan diantaranya Melaksanakan kegiatan pemerintahan
Kelurahan, melakukan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, memelihara
ketentraman dan ketertiban umum, memelihara saran dan prasarana serta fasilitas
pelayanan umum.

Jumlah Kelurah di Kabupaten Pasuruan yaitu 24 (dua puluh empat)

Kelurahan yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

NO. Kecamatan Kelurahan

Bendomungal
Dermo
Gempeng
Kalirejo
Kalianyar
Kauman
Kiduldalem
Kersikan

. Kolursari
10. Latek

11. Pogar

1. Bangil

©OoNOOWDNPRE
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NO. Kecamatan Kelurahan
2. | Beji 1. Pagak
2. Glanggang
3. Gondangwetan Gondangwetan
4. | Grati 1. Gratitunon
5. Kejayan 1. Kejayan
1. Jogosari
6. | Pandaan 2. Kutorejo
3. Pandaan
4. Petungasri
_ 1. Ledug
7. | Prigen 2. Pecalukan
3. Prigen
8. | Purwosari 1. Purwosari
Sumber : Perbup 69 Tahun 2016
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai

Pemerintahan

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka
Pemerintah Kabupaten Pasuruan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan telah mengalami
perubahan sehingga ditetap Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah.

Dasar pembentukan Perangkat Daerah yaitu adanya Urusan Pemerintahan
yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan
Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan
yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dengan memperhatikan kebijakan serta ketentuan yang sudah ditetapkan
melalui Undang-undang yang berlaku, berikut Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan :

1. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;

3. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A,
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4. Dinas Daerah terdiri dari :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan wajib pelayanan dasar pendidikan dan urusan
pemerintahan wajib non pelayanan dasar kebudayaan;

b. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang kesehatan;

c. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Tipe B, menyelenggarakan
urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dibidang pekerjaan umum
dan penataan ruang;

d. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tipe B,
meneyelenggarakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar
dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar
dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang
pertanahan;

f. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang ketentraman, ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat sub ketentraman dan ketertiban umum dan
sub urusan kebakaran;

g. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
sosial;

h. Dinas Ketenagakerjaan Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;

i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang urusan pemberdayaan masyarakat dan
desa;

j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak;

k. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang lingkungan hidup;

®
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I. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

m.Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang perhubungan;

n. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan
persandian;

0. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar
bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan pilihan bidang
energi dan sumber daya mineral,

g. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe C, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;

r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;

s. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang kelautan dan perikanan;

t. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang pariwisata,

u. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang pangan dan pertanian;

v. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang peternakan dan Kesehatan Hewan; dan

w. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan perdagangan.

5. Badan Daerah terdiri dari :

a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan

pengembangan;

®
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b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A,
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
keuangan; dan

c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe
A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan

d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik dengan membawahi
paling banyak 3 (tiga) bidang.

6. Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah dengan Tipe A berjumlah

24 (dua puluh empat) Kecamatan.

Perangkat daerah yang ada di Kabupaten Pasuruan didukung dengan
jumlah pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan rincian sebagai
berikut :

Jumlah PNS dan CPNS Berdasarkan Golongan

NO. GOLONGAN JUMLAH
1 CPNS 6
2 Iic 10
3 I/d 15
4 Il/a 64
5 /b 107
6 Il/c 396
7 Ii/d 623
8 l/a 1.214
9 /b 1.375
10 lll/c 1.199
11 1Ve! 1.341
12 IV/a 435
13 IV/b 610
14 IVic 195
15 Ivid 3
Total 7.587

Sumber : BKPSDM Kab. Pasuruan, 2025

Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan

NO. PENDIDIKAN JUMLAH
1 Sekolah Dasar 26
2 SLTP 81
3 SLTA 947
4 Diploma | 9
5 Diploma Il 88
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6 Diploma lll 932
7 S-1/Sarjana/D-IV 4,748
8 S-2 752
9 S-3/Doktor 4
TOTAL 7.587

Sumber : BKPSDM Kab. Pasuruan, 2025

Jumlah PPPK Berdasarkan Jenis, Golongan dan Pendidikan

I JENIS JUMLAH
1 Guru 4.143

2 Tenaga Kesehatan 946 5.271
3 Teknis 182

Il GOLONGAN JUMLAH
1 \% 53

2 Vil 161

3 IX 2.691 5.271
4 X 46

5 Xl 5

[l PENDIDIKAN JUMLAH
1. SLTA 53

2. Diploma llI 718

3. Diploma IV 55 5.271
4. S-1/ Sarjana 4.319

5. S-2 126

Sumber : BKPSDM Kab. Pasuruan, 2025

Tenaga Non ASN Berdasarkan Kategori dan Pendidikan

Pendidikan kategori
. : Grand Total
Terakhir Guru Kesehatan Teknis

Non SD - - 16 16
SD - - 167 167
SLTP 2 - 211 213
SLTA 34 - 2.809 2.843
D1 - - 29 29
D2 28 - 43 71
D3 2 267 105 374
D4 1 34 16 51
S1 530 114 1.266 1.910
S2 7 62 9 78
S3 1 - - 1

Grand Total 605 477 4671 5.753

Sumber : BKPSDM Kab. Pasuruan, 2025

®
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Capaian Kinerja Makro

CAPAIAN CAPAIAN LAJU
NO IKK KINERJA KINERJA KINERJA SATUAN
2023 2024
1 Indeks_Pembangunan 71.01 72.36 0,626 %
Manusia
2 | Angka Kemiskinan 9,24 8,63 -6,602 %
3 | Angka Pengangguran 5,48 5,02 -8,394 %
4 | Pertumbuhan Ekonomi 119252545,7 | 125622820,9 5,342 %
5 | Pendapatan Per-Kapita 11239 11617 3,363 %
6 | Ketimpangan 0,367 0,331 19,809 %
Pendapatan

Ringkasan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar

merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya :

1. Urusan Pendidikan

Capaian Kinerja urusan pendidikan yang diperoleh berdasarkan indikator kinerja

sebagai berikut :

No

IKK

Urusan

IKK Outcome

CAPAIAN
KIERJA
TAHUN 2023

CAPAIAN
KIERJA
TAHUN 2024

l.a

.1 | Pendidikan

Tingkat partisipasi warga negara
usia 5-6 tahun yang
berpartisipasi dalam PAUD

85,8955422

83,97884

l.a.2

Pendidikan

Tingkat partisipasi warga negara
usia 7-12 tahun yang
berpartisipasi dalam pendidikan
dasar

91,799836

98,7523799

la.

3 | Pendidikan

Tingkat partisipasi warga negara
usia  13-15 tahun  yang
berpartisipasi dalam pendidikan
menengah pertama

77,3703006

82,4904415

l.a.4

Pendidikan

Tingkat partisipasi warga negara
usia 7-18 tahun yang belum
menyelesaikan pendidikan
dasar dan menengah vyang
berpartisipasi dalam pendidikan
kesetaraan

58,3976479

57,3297742
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2. Urusan Kesehatan

Capaian Kinerja urusan kesehatan yang diperoleh berdasarkan indikator kinerja

sebagai berikut :

No.
IKK

Urusan

IKK Outcome

CAPAIAN
KIERJA
TAHUN 2023

CAPAIAN
KIERJA
TAHUN 2024

1b.1

Kesehatan

Rasio daya tampung Rumah
Sakit Rujukan

0,7074568

0,773113

1b.2

Kesehatan

Persentase RS Rujukan
Tingkat kabupaten/kota yang
terakreditasi

100

100

1b.3

Kesehatan

hamil
pelayanan

Persentase ibu
mendapatkan
kesehatan ibu hamil

100

86,6568795

1b.4

Kesehatan

bersalin
pelayanan

Persentase ibu
mendapatkan
persalinan

100

94,1073322

1.b.5

Kesehatan

Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir

100

97,4927966

1.b.6

Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan
balita sesuai standar

100

100

1.b.7

Kesehatan

anak usia
pendidikan dasar yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar

Persentase

100

100

1.b.8

Kesehatan

Persentase orang usia 15-59
tahun mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar

100

98,241986

1.b.9

Kesehatan

Persentase warga negara usia
60 tahun ke atas mendapatkan
skrining kesehatan sesuai
standar

100

97,9563616

1.b.10

Kesehatan

Persentase penderita
hipertensi yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar

100

100

1.b.11

Kesehatan

Persentase penderita Diabetes
Melitus (DM) yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar

100

100

1.b.12

Kesehatan

Persentase ODGJ berat yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai
standarE

jiwa

100

100

1.b.13

Kesehatan

Persentase orang terduga TBC
mendapatkan pelayanan TBC
sesuai standar

100

100

1.b.14

Kesehatan

Persentase orang dengan
resiko terinfeksi HIV
mendapatkan pelayanan
deteksi dini HIV sesuai standar

100

100
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3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian Kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh

berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

No CAPAIAN CAPAIAN
IKK Urusan IKK Outcome KIERJA KIERJA
TAHUN 2023 | TAHUN 2024
Rasio luas kawasan
Pekerjaan permukiman rawan banjir
Umum dan | yang terlindungi oleh
lc.l : : 0 0
Penataan infrastruktur pengendalian
Ruang banjir di Wilayah Sungai
Kewenangan Kab/Kota
Rasio luas kawasan
Umum dan | P . ' ’
l.c.2 dan akresi yang terlindungi 0 0
Penataan .
Ruang oleh !nfr(_;\struktur pengaman
pantai di WS Kewenangan
Kab/Kota
Pekerjaan Rasio luas daerah irigasi
1c.3 Umum dan kewena_ngan _kabupa?er?/kota 100 100
Penataan yang dilayani oleh jaringan
Ruang irigasi
Persentase jumlah rumah
tangga yang mendapatkan
Pekerjaan akses terhadap air minum
1c4 |Ymum dan|melalui  SPAM jaringan | -, 2165995 | 73 8307679
Penataan perpipaan dan bukan jaringan
Ruang perpipaan terlindungi
terhadap rumah tangga di
seluruh kabupaten/kota
Pekerjaan Persentase jumlah rumah
1¢5 |YMum danjtangga yang memperolen | ;4 0516147 | 694791042
Penataan layanan  pengolahan  air
Ruang limbah domestik
Pekerjaan
1¢6 Umum dan | Rasio kepatuhan IMB kab/ 30,0578035 | 68,8477952
Penataan kota
Ruang
Pekerjaan
1c.7 Umum dan | Tingkat Kemantapan Jalan 79 8901497 799865279
Penataan kabupaten/kota
Ruang
Pekerjaan ,
Umum dan Rasio - _ tenaga
l.c8.1 P operator/teknisi/analisis yang | 33,5910653 | 34,8797251
enataan . " :
memiliki sertifikat kompetensi
Ruang
Pekerjaan . -
Rasio proyek yang menjadi
Umum dan
1.c8.2 P kewenangan pengawasannya 100 100
enataan :
Ruang tanpa kecelakaan konstruksi
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4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Capaian Kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh

berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

No CAPAIAN CAPAIAN
IKK‘ Urusan IKK Outcome KIERJA KIERJA
TAHUN 2023 | TAHUN 2024
FPQZLWQS g:; Penyediaan dan rehabilitasi
1d.1 K y rumah layak huni bagi korban 100 100
awasan
; bencana kabupaten/kota
Pemukiman
Perumahan Fasilitasi hunian peny_edlaan
Rakyat dan rumah layak huni bagi
1.d.2 K masyarakat terdampak 0 0
awasan . .
; relokasi program pemerintah
Pemukiman
kabupaten/kota
Perumahan Persentase kawasan
Rakyat dan permukiman kumuh dibawah
1.d.3 Kawasan 10 ha di kab/ kota yang 17,6386207 | 18,3871264
Pemukiman ditangani
Perumahan . :
Rakvat dan Berkurangnya jumlah unit
1.d4 K y RTLH (Rumah Tidak Layak 5,3756501 2,5669887
awasan .
. Huni)
Pemukiman
Perumahan Jumlah perumahan yang
1d5 Rakyat dan sudah dilengkapi PSU 100 29733628
Kawasan (Prasarana, Sarana dan
Pemukiman Utilitas Umum)

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian Kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat yang diperoleh berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

CAPAIAN
No. KIERJA CAPAIAN
IKK Urusan IKK Outcome TAHUN KIERJA
2023 TAHUN 2024
Ketentraman,
Ketertiban Persentase Gangguan
l.e.l | Umum dan Trantibum yang dapat 100 100
Perlindungan | diselesaikan
Masyarakat
Ketentraman,
le2 E(:’r;[ﬁrrgbo?:n Persentase Per(_ja dan 50 68,75
Perlindungan Perkada yang ditegakkan
Masyarakat
Ketentraman,
Ketertiban Jumlah warga negara yang
1.e.3 | Umum dan memperoleh layanan 12,6422443 100
Perlindungan | informasi rawan bencana
Masyarakat




¢

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 20249

Ketentraman, | Jumlah warga negara yang
Ketertiban memperoleh layanan
1l.e.4 | Umum dan pencegahan dan 2,5193209 3,5979432
Perlindungan | kesiapsiagaan terhadap
Masyarakat bencana
Ketentraman, Jumlah warga negara yang
Ketertiban
1.e.5 | Umum dan memperoleh layanan . 100 100
Perlindungan penyelamatan dan evakuasi
korban bencana
Masyarakat
Ketentraman,
Ketertiban Persentase pelayanan
1l.e.6 | Umum dan penyelamatan dan evakuasi 100 100
Perlindungan | korban kebakaran
Masyarakat
Ketentraman,
Ketertiban Waktu tanggap (response
1..7 | Umum dan time) penanganan kebakaran 1,23 1,22
Perlindungan
Masyarakat

6. Urusan Sosial

Capaian Kinerja urusan Sosial yang diperoleh berdasarkan indikator kinerja

sebagai berikut :

No.
IKK

Urusan

IKK Outcome

CAPAIAN
KIERJA
TAHUN

2023

CAPAIAN
KIERJA
TAHUN 2024

1f1

Sosial

Persentase (%) penyandang
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia terlantar
dan gelandangan
pengemisyang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di luar
panti (Indikator SPM)

100

77,8435093

1f2

Sosial

Persentase korban bencana
alam dan sosial yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat dan
setelah tanggap darurat
bencana daerah
kabupaten/kota.

100

77,6864382
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Hasil EPPD dan Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun
sebelumnya

Sampai dengan disusunnya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (RLPPD). Pemerintah Kabupaten Pasuruan belum menerima hasil Evaluasi
Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2024 terhadap Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2023.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Jawa Timur
73.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024

menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun

sebagaimana surat nomor :

Anggaran 2023 menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi
keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan perubahan saldo anggaran lebih
tanggal 31 Desember 2023, realisasi anggaran dan arus kas untuk periode yang

berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan.

Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

URAIAN

ANGGARAN 2024

REALISASI 2024

PENDAPATAN DAERAH

3.932.665.415.949,00

3.796.889.263.556,28

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

874.241.748.325,00

905.138895757,28

Pajak Daerah

528.588.888.888,00

518.529.564.984,02

Retribusi Daerah

329.508.011.533,00

372.607.551.797,22

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

4.654.760.005,00

5.137.050.127,00

Lain-lain PAD yang Sah

11.490.087.899,00

8.864.728.849,04

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH

874.241.748.325,00

905.138.895.757,28

PENDAPATAN TRANSFER

2.973.193.156.548,00

2.813.236.382.551,00

Dana Perimbangan

2.301.400.607.000,00

2.218.879.847.066,00

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
(DBH)

426.481.498.000,00

458.014.472.000,00

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
(DAU)

1.273.345.849.000,00

1.276.230.892.127,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi
Khusus (DAK) Fisik

146.445.018.000,00

73.259.364.406,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi
Khusus (DAK) Non Fisik

455.128.242.000,00

411.375.118.533,00

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER
DANA PERIMBANGAN

2.301.400.607.000,00

2.218.879.847.066,00

<
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Dana Insentif Daerah (DID)

0,00

0,00

Dana Desa

358.011.200.000,00

357.246.201.000,00

Insentif Fiskal

13.621.508.000,00

13.621.508.000,00

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER
PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

371.632.708.000,00

370.867.709.000,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah

300.159.841.548,00

223.488.826.485,00

Pendapatan Bagi Hasil

277.204.595.748,00

201.905.413.485,00

Bantuan Keuangan

22.955.245.800,00

21.583.413.000,00

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER
ANTAR DAERAH

300.159.841.548,00

223.488.826.485,00

TOTAL PENDAPATAN TRANSFER

2.973.193.156.548,00

2.813.236.382.551,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH

85.230.511.076,00

78.523.985.248,00

Pendapatan Hibah

8.143.557.000,00

8.143.557.000,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

77.086.954.076,00

70.380.428.248,00

JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH

85.230.511.076,00

78.523.985.248,00

JUMLAH PENDAPATAN

3.932.665.415.949,00

3.796.889.263.556,28

Sumber : BPKPD, 2024 (unaudited)

Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

URAIAN

ANGGARAN 2024

REALISASI 2024

BELANJA DAERAH

4.132.649.140.655,64

3.746.327.695.687,55

BELANJA OPERASI

3.035.525.582.910,75

2.766.707.877.745,55

Belanja Pegawai

1.458.048.164.868,71

1.327.586.999.496,00

Belanja Barang dan Jasa

1.352.753.858.920,04

1.216.975.741.257,00

Belanja Hibah

215.310.959.122,00

212.732.536.992,00

Belanja Bantuan Sosial

9.412.600.000,00

9.412.600.000,00

JUMLAH BELANJA OPERASI

3.035.525.582.910,75

2.766.707.877.745,55

BELANJA MODAL

434.241.784.577,89

331.313.772.234,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

135.485.971.618,58

128.780.587.363,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

125.648.276.240,84

61.282.725.362,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

171.249.978.568,47

139.694.090.810,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1.474.386.150,00

1.243.368.699,00

Belanja Modal Aset Lainnya

383.172.000,00

313.000.000,00

JUMLAH BELANJA MODAL

434.241.784.577,89

331.313.772.234,00

BELANJA TIDAK TERDUGA

19.438.785.569,00

6.874.196.287,00

Belanja Tidak Terduga

19.438.785.569,00

6.874.196.287,00

JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA

19.438.785.569,00

6.874.196.287,00
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BELANJA TRANSFER

643.442.987.598,00

641.431.849.421,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

57.651.190.042,00

57.651.190.042,00

Belanja Bantuan Keuangan Daerah

Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada

Desa

585.791.797.556,00

583.780.659.379,00

JUMLAH BELANJA TRANSFER

6.874.196.287,00

641.431.849.421,00

JUMLAH BELANJA

4.132.649.140.655,64

3.746.327.695.687,55

Sumber : BPKPD, 2024 (unaudited)

Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

URAIAN

ANGGARAN 2024

REALISASI 2024

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

199.983.724.706,64

199.983.724.706,64

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

199.983.724.706,64

Sebelumnya

199.983.724.706,64

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

199.983.724.706,64

199.983.724.706,64

PEMBIAYAAN NETTO

199.983.724.706,64

199.983.724.706,64

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

(0,00) 250.555.292.575,37

Sumber : BPKPD, 2024 (unaudited)

Inovasi Daerah

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017

tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menetapkan

Keputusan Bupati Pasuruan nomor :

500.9.15.2/1443/HK/424.013/2024 tentang

Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. Terdapat 89 Inovasi

Daerah di Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

PERANGKAT
NO JUDUL INOVASI KETERANGAN DAERAH/LEMBAGA
YANG MENANGANI
(Inteneifikasi Pelayanan KB di
1 INTAN BERLIAN Fasilitasi Kesehatan) DINAS P3AP2KB
(Sekolah Orang Tua Hebat dengan
2 SAHABAT PENAKU Layanan Dokumen | DINAS P3AP2KB
Kependudukan)
Belajar IPA Sambil bertualang di | UPT Satuan Pendidikan
3 JIPANG KAPAS Kabupaten Pasuruan SMP Negeri 2 Gempol
(Ruang Bimbingan Konseling | UPT Satuan Pendidikan
4 RUBIKON MOBILE Mobile) SMP Negeri 2 Gempol
5 | SEDUHIN AKAS {aplikasi = Edukasi ~_Kesehatan | \;5pe pyskesmas Nguling
Interaktif Akses tanpa Batas)
AWAS GESADUK (Awali Stap Gerakan Sadar Batuk) | UOBF Puskesmas nguling

<
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(Pemeriksaan IVA ditempat

7 PRIVAT DINNER Deteksi Dini Kanker Leher Rahim) UOBF Puskeemas Nguling
(Wadah Aspirasi Komunitas
8 WARKOP KEMANGI Peduli Kesehatan Masyarakat UOBF Puskesmas Nguling
Nguling)
(Manfaatkan Tanaman Obat
9 MANTAN TERINDAH | Keluarga Hindari Demam UOBF Puskesmas Nguling
Berdarah}
(Gerakan Bersama Membangun
10 GAMBANG SULING Bangsa Menuju Zero Stunting | UOBF Puskesmas
SUTEJO Dengan Satu Hari Satu Telur dan | Ruwodadi
Kacang ljo)
11 GEROBAK PBB (Geraken Ayo Bayar Pajak PBB) Kecamatan Rejoso
Melayani desa yang bermasalah
12 :f/ll‘Alm:;RDIESA dalam bidang adminiatrasi, dan Kecamatan Rejoso
fisik
13 | PAJERO (Pemantauan Banjir di Wilayah Kecamatan Rejoso
Kecamatan Rejoso)
14 LAGACERI (Layanan Siaga Cek Sendiri) Kecamatan Rejoso
15 | SEKAMPADU (Sedekah Kamis  Untuk  Panti | o0 aan Kraton
Asuhan dan Dhuafa)
(Gerakan Terpadu Penanganan
16 SQSEXM AKIN Masyarakat Miskin Melalui | Keeamatan Kraton
Kampung Berkah)
(Belajar Konserfasi di  Taman
Edelwiss Bromo, Sebagai | UPT Satuan Pendidikan
17 | LAVA MANIS BROMO implementasi Kurikulum Nasional | SMP Negeri 2 Tosari
Deep Learning)
i (Presensi Siswa Elektronik UPT Satuan Pendidikan
18 | E -PRESIBA Berdampak) SMP Negeri 4 Nguling
(Penguatan Numerasi dengan | UPT Satuan Pendidikan
19 | KANTIN NUMERISASI Memberdayakan Kantin) SMP Negeri 4 Nguling
20 MANTRA DOBEL (Permainan Tradisional sebagai | UPT Satuan Pendidikan
BARIS Metode Belajar Bahasa Inggris) SMP Negeri 4 Nguling
,; | JENDELA iaetxinprﬁg{f; literasi mkf”cer#;‘:;r'f UPT Satuan Pendidikan
PERPUSTAKAAN 9 9 SMP Negeri 4 Nguling
membaca.
(Kepemimpinan Siswa dalam | UPT Satuan Pendidikan
22 PENSIL DILAN Digitalieasi Pembelajaran) SMP Negeri 4 Nguling
53 | KOG MANGGA é‘éﬂrggﬁt'e' Ga?n“g“: TO'\Srennfma{ear: UPT Satuan Pendidikan
MENTAH membuat Anak Happy") SMP Negeri 4 Nguling
Program Pembiasaan Penguatan -
24 | ONE DAY OK Karakter "One Day One Kindness gI\P/I-}I; Ngagiiaz N F:ﬁir:]dld'kan
(Satu Hari Satu Kebaikan") 9 guling
25 | JARNA KEKAL (Pembelajaran Bermakna dengan | \G=\5"s hasa Inggris SMP
Kearifan Lokal)
- . UPT Satuan Pendidikan
26 | CHERDAS (Teacher Digital Assistant) RMP Degeri 1 Kejayan
(Penjaringan Capaian TBC dan
27 | PENCIT MENTOSS Pemantauan Obat Sampai UOBF Puskesmas
Kedawung Wetan
Sembuh)
Optimalisasi Penyimpanan
28 | SIPAKU Dokumen Di BPKPD Kabupaten BPKPD
(Kami Punya Layanan Gratis
29 KAMPUNG SANTRI Selesai Tanpa Antri) BAKESBANGPOL
30 BESANAN (Bincang-Bincang Santai Tapi Kecamatan Purwosari

Temenan)

<&
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Model Pembelajamn Bahaea

UPT Satuan Pendidikan SD

31 | Model UT Rose Daerah (Jawa) Negeri Pandaan 1

32 | JEBOL ARTIS (Jemput Bola Konsultasi Gratis) Kecamatan Tosari

33 BERLIAN (Berdiferensiasi With Literasi and | UPT Satuan Pendidikan SD
Numerisasi) Negeri Wonokerto
Jurnal Berbasi Elektronik Untuk UPT Satuan Pendidikan

34 | B-JURNAL Bahan Ajar Guru SMP Negeri 1 Puspo
(Kontrol Jumlah Cairan dan .

35 | KORANHD Kondisi Pasien Hemodialisis) RSUD Bangil

36 | TRANSJIMAT (Transporter Cepat Jiwa Selamat) | RSUD Bangil

37 | DUTA PROLIMAS (Duta Program Peduli RSUD Bangil
Masyarakat)
{Edukasi, Layanan Ingatkan
Kontrol,Daring Masalah

38 ELADALAH Kesehatan, Layanan Bantu RSUD Bangil
Kontrol,
Hotlineuntuk Emergency)

39 | JELITA SIAGA (Jemput Layani Tangani Siap | pgip gangil
Antar Bertemu Keluarga)

40 | BEST (Bangil Emergency Service RSUD Bangil
TeamJ
(Online,SMS,Delevery

41 | ODHALINK SIAP Service,Hight Access Sayang Istri | RSUD Baagil
Anak dan Pasangan)
Fasilitas Antar Service Obat Tanpa
Antri  di RSUD Bangil yang .

42 | FAST DRUG POST berkolaborasi dengan POS RSUD Bangil
Indonesia

43 | BANDROL Bantuan Daftar Kontrol RSUD Bangil

44 | SIPINTAR GAIS (Sistem Berbasis Kinerja Agar RSUD Bangil
Pegawai Sejahtera)

45 | AVENGERS (Advanced Initiation Grati RSUD Grati
Emergency Response)
(Sistem Pelayanan Administrasi

46 | SI PENA PASTI Kependudukan Pasien Persalinan | RSUD Grati
RSUD Grati)
(‘'sistem  Terpadu Pelayanan

i Geriatri Sinergi Dengan
a7 SISTER PERI SI Paguyuban Lansia Untuk Sehat | RSUD Grati
PLUS . . )

Dan Bersinergi Dengan Dinas
Perikanan Dan Dinas Pertanian)

48 | MUFAWAN Murrotal For Anxiety Dan RSUD Grati
Rohaniawan
(Sistem Pelayanan Penyakit TB .

49 | S| PINTER SAKTI Terintegraei di RSUD Grati} RSUD Gerati

50 | SMART GAIS I(r?fﬁgm Alarm Tepat Gantt Cairan RSUD Grati

51 | SABAKERIS (Sambang Bay! Kecil Resiko RSUD Grati
Stunting)
(Sistem Pemerikeaan Kesehatan

52 | SRIKANDI BERBESTI | Wanita RSUD Grati Bereinergi RSUD Grati
Dengan Bedah Syariah Grati )

53 | MEMO (Matras Easy Move) RSUD Grati

54 | LAKON BU ANA g'rf‘glf‘)”a” Konsultaei Ibn dan RSUD Grati

55 | TUANJOSAM (Bantuan Pojok Pulsa MJKN) RSUD Gerati

56 | D-MED (Diagnoeie With Medical Imaging) | RSUD Grati

57 KARIS (Kasir RSUD Grati Qris) RSUD Grati
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(Geriatri Rawat Inap Terintegrasi

58 GERNAP TERI Siater Peri SI-Plus) RSUD Grati
59 | SEGORO (Gsrzrt\il)lce Gratis Antar Obat RSUD RSUD Grati
(Kelas Peternakan Rutin unutk Dinas Peternakan dan
60 | KESATRIA MASTITIS | Penanggulangan Penyakit
Mastitis) Kesehatan Hewan
61 | STMJ SAKERA DAN %E;A; g:r?:tt ﬁiﬁi;%‘;sa Sagh Dinas Peternakan dan
BAKSOSAKERA selera) ' 9gug Kesehatan Hewan
. : Dinas Peternakan dan
62 | NGUSAP ARIT (Ngrumat Sapi Tanpo Ngarit) Kesehatan Hewan
(Optimalisasi, Digitalisasi Layanan .
Dinas Peternakan dan
63 | OM DILAN Eztﬁ;r:]?kan dan kesehatan Kesehatan Hewan
64 | KURS1 SUKSESI (Kursus Singkat Sukses Laktasi) | SOBF Puskesmas
Bulukandang
(Destinasi Wisata Alun — Alun
65 EAEEICIB\]S;—(A) éll_SU(I:\l :‘ Desa karangsono dengan Produk | Kecamatan Wonorejo
Unggulan Pisang Cavendish)
(Destinasi Wisata Bersama
66 | DEWI BERDENDANG | Keluarga — Night Arena Desa Kecamatan Wonorejo
Kendangdukuh)
67 POSTING (Posyandu Tematik Stunting) Dinas Kesehatan
68 | SIPuDing (SSthr:ErrPg;nformam Publikasi Data Dinas Kesehatan
69 | WaOSS TBC ngI\Blg?tsapp Obati Sampai Sembuh |y, Kesehatan
(Berantas Tuberkulosa Untuk .
70 | BRANTASAURUS Perusahaan Sehat) Dinas Kesehatan
(Gerakan Bersama Masyarakat
71 | GEMATITB Temukan Dan Obati Penyakit E?BkF g Puskesmas
TBC) ulukandang
(Belajar membaca sambil UPT Satuan Pendidikan
72 | BELANG bepetualang) SDN Karangjatianyar |l
(Gerakan Literasi Keterampilan UPT Satuan Pendidikan
73 | GELATIK MIBER Menulis dan berbicara) SMP Negeri 1 Bangil
Pemanfaatan (Cangkang Telur UPT Satuan Pendidikan
74 | CANGKULER Untuk Kuliner) SMP Negeri 1 Bangil
(Inovasi dan Teknologi
75 | INOPAMAS Kabupaten Pasuruan Maju Penuh | Bappelitbangda
Maslahat)
76 | PENTING (Pendampingan Calon Pengantin | \;npr pyskesmas Kraton
Untuk Mencegah Stunting)
77 | GASSPOL (Gerakan Atasi Hipertensi dan | e pskesmas Kraton
Diabetes Melitus dengan Prolanis)
Paket Tuntas (Pembinaan Kader
78 | PANTAS Asuh Secara Terpadu Timbang UOBF Puskesmas Kraton
dan Ukur Stunting Setiap Bulan)
(Layanan Kesejahteraan Sosial : :
79 | LASKAR MASLAHAT | secara Daring untuk Kabupaten Dinas Sosial Kabupaten
Pasuruan
Pasuruan Maslahat)
(Gerakan Pengembangan . -
80 SEI\RISQE,SR SANTR] Pendidikan Etika dan Karakter, E(Ianbatjs dZegg;]dlkan dan
Santun, Terpuji dan Religius) Y
Memberikan bimbingan kepada
. i peserta didik mengenai tata cara -
81 Gerakan Cinta Al membaca Al-Quran metode lqro’ UPT Satuan Pendidikan

Qur'an

sesuai dengan kaidah-kaidah
membaca Al-Qur’an.

SMPN 1 Rejoso

<&
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(Sistem Informasi Administrasi

UPT Satuan Pendidikan

82 | SIAKES dan Kegiatan Sekolah) SD Negeri Tempuran |
(Kios Pelayanan Administrasi .
83 | Kios e PAKLADI Kependudukan Langsung Jadi Dirias Kependyc_iukan dan
; Pencatatan Sipil
secara Elektronik)
(Jaringan Pelayanan Bagi Dinas Kependudukan dan
84 | JALAN PINTAS Penyandang Disabilitas) Pencatatan Sipil
(Melayanai Dokumen .
85 | MAYDARLING Kependudukan dan Perekaman | Dinas Kependudukan dan
- Pencatatan Sipil
secara Keliling)
86 | SIMANTAB (System Informasi Manajemen Badan Penanggulangan
Tangguh Bencana) Bencana Daerah
(Penanganan Kasus dan Deteksi | UOBF Puskesmas
87 PAK DE KETAWA Dini Kesehatan Jiwa) Gondangwetan
88 | BULEK PRAS {Budidaya lele heluarga Dinas Perikanan
prasejahtera)
89 | PEMPES (Pemuda Peduli Sampah) Pemerintah Desa

Randupitu
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